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Abstract

This study aims to analyze the implementation of mudharabah accounting in Islamic banks
based on sharia principles, the Sharia Financial Accounting Standards (SAK Syariah), and the
characteristics of mudharabah financing. The main focus of the study is to understand how
profit and loss sharing is conducted fairly between shahibul maal and mudharib, as well as the
role of agency theory and trust theory in enhancing transparency and reducing moral hazard
risks in Islamic bank financial statements. The research method used is a literature review,
analyzing various sources related to mudharabah accounting and the implementation of SAK
Syariah, such as books, scientific journals, and research reports. The analysis process is
descriptive, synthesizing the key findings from the selected literature based on relevance and
authority. The study results indicate that the implementation of mudharabah accounting must
ensure that sharia principles are maintained, while emphasizing transparency and
accountability in financial reporting. Additionally, the role of supervision and trust between
shahibul maal and mudharib is crucial in maintaining an efficient and fair relationship. This
research also evaluates how mudharabah accounting contributes to the sustainability of the
Islamic banking industry and provides recommendations for improving financial reporting and
strengthening trust in the sharia investment system.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi mudharabah pada bank syariah
berdasarkan prinsip-prinsip syariah, Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), dan
karakteristik pembiayaan mudharabah. Fokus utama penelitian adalah memahami bagaimana
pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan secara adil antara shahibul maal dan mudharib,
serta peran teori keagenan dan teori kepercayaan dalam meningkatkan transparansi dan
mengurangi risiko moral hazard dalam laporan keuangan bank syariah. Metode penelitian yang
digunakan adalah kajian literatur dengan menganalisis berbagai sumber yang berkaitan dengan
akuntansi mudharabah dan penerapan SAK Syariah, seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan
penelitian. Proses analisis dilakukan secara deskriptif dengan menyintesis temuan-temuan utama
dari literatur yang dipilih berdasarkan relevansi dan otoritas sumber. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penerapan akuntansi mudharabah harus memastikan terjaganya prinsip-
prinsip syariah dengan menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.
Selain itu, peran pengawasan dan kepercayaan antara shahibul maal dan mudharib sangat
penting dalam menjaga hubungan yang efisien dan adil. Penelitian ini juga mengevaluasi
kontribusi akuntansi mudharabah terhadap keberlanjutan industri perbankan syariah serta
memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pelaporan keuangan dan memperkuat
kepercayaan dalam sistem investasi syariah.

Kata kunci: Akuntansi Mudharabah; Bank Syariah; Transparansi.

PENDAHULUAN

Mudharabah merupakan salah satu akad utama dalam ekonomi syariah, di mana
pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) berkolaborasi dalam
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suatu usaha dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah yang disepakati. Akad ini harus
bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan praktik yang tidak adil, serta
menekankan prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan (Firmanie, 2023; Ayu et al.,
2022). Tujuan utama mudharabah adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan serta mendukung aktivitas usaha masyarakat (Firmanie, 2023; Mariana &
Syafrudin, 2017).

Implementasi akuntansi mudharabah dalam laporan keuangan bank syariah
bertujuan untuk mencerminkan pengelolaan dana secara transparan sesuai dengan
prinsip syariah. Pengakuan pendapatan dan beban dilakukan berdasarkan realisasi hasil
usaha, bukan proyeksi atau asumsi (Odha et al.,, 2021; Syafi’i et al., 2022). Dalam
laporan keuangan bank syariah, modal yang diterima dari shahibul maal dicatat sebagai
kewajiban, sedangkan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Sementara itu,
kerugian yang terjadi, jika bukan akibat kelalaian pengelola, sepenuhnya ditanggung
oleh shahibul maal (Odha et al., 2021; Syafi’i et al., 2022). Oleh karena itu, akuntansi
mudharabah memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas
keuangan bank syariah serta mendukung kepatuhan terhadap prinsip syariah (Syafi’i et
al., 2022; Khairunnisa, 2023).

Dalam perspektif teori agensi, akad mudharabah menciptakan hubungan antara
shahibul maal sebagai prinsipal dan mudharib sebagai agen. Teori ini menyoroti adanya
potensi konflik kepentingan antara kedua belah pihak, sehingga diperlukan mekanisme
pengawasan yang efektif untuk meminimalkan risiko moral hazard (Ayu et al., 2022;
Odha et al., 2021). Untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan
agen, diperlukan sistem pelaporan yang transparan dan mekanisme audit yang ketat.

Selain itu, teori kepercayaan menekankan pentingnya transparansi, komunikasi
yang baik, serta reputasi pengelola dana dalam membangun kepercayaan antara kedua
pihak. Lembaga keuangan syariah yang mampu menciptakan lingkungan bisnis yang
amanah dan profesional cenderung meningkatkan kepercayaan nasabah, sehingga
mendorong partisipasi yang lebih besar dalam akad mudharabah (Khairunnisa, 2023;
Mariana et al., 2024; Geubrina et al., 2025).

Penyajian laporan keuangan bank syariah mengacu pada Standar Akuntansi
Keuangan Syariah (SAK Syariah), yang mengatur pencatatan, pengukuran, dan
pelaporan akad mudharabah. Pengungkapan rinci terkait sifat akad, jumlah modal yang
dikelola, serta distribusi keuntungan menjadi bagian penting dalam laporan keuangan
(Syafi’i et al., 2022; Khairunnisa, 2023). Dengan demikian, akuntansi mudharabah tidak
hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan syariah, tetapi juga untuk memberikan
informasi yang jelas dan akurat kepada pemangku kepentingan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi mudharabah
dalam laporan keuangan bank syariah berdasarkan prinsip syariah, Standar Akuntansi
Keuangan Syariah (SAK Syariah), serta karakteristik pembiayaan mudharabah. Selain
itu, penelitian ini juga mengkaji peran teori agensi dan teori kepercayaan dalam
mekanisme pengawasan serta transparansi akad mudharabah, guna memahami
bagaimana hubungan antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha
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(mudharib) dapat berjalan secara adil dan efisien. Selanjutnya, penelitian ini
mengevaluasi sejauh mana praktik akuntansi mudharabah telah mencerminkan prinsip
keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam perbankan syariah, serta memberikan
rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kepercayaan pemilik
dana terhadap sistem investasi syariah.

LANDASAN TEORETIS
Konsep Akuntansi Mudharabah

Mudharabah adalah akad kemitraan dalam ekonomi syariah yang melibatkan
pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) dalam suatu usaha
berbasis sistem bagi hasil. Dalam akad ini, shahibul maal menyediakan dana, sementara
mudharib bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Akad ini harus mematuhi prinsip
syariah, yakni bebas dari riba, gharar (ketidakpastian), dan praktik yang tidak adil
(Khaddafi, 2024). Karakteristik utama mudharabah mencakup pembagian keuntungan
berdasarkan nisbah yang disepakati, penanggung risiko kerugian oleh shahibul maal
(kecuali jika disebabkan oleh kelalaian mudharib), serta transparansi dalam pengelolaan
dana (Khaddafi, 2024).

Dalam akuntansi, penerapan prinsip mudharabah memerlukan pengakuan yang
tepat dalam laporan keuangan. Modal yang diterima dari shahibul maal diakui sebagai
kewajiban bagi bank syariah, sedangkan keuntungan dari usaha yang dikelola oleh
mudharib dibagikan sesuai kesepakatan (Kasim, 2021). Akuntansi mudharabah tidak
hanya berfungsi sebagai pencatatan transaksi, tetapi juga memastikan transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan dana (Aditya, 2023). Oleh karena itu, bank syariah
harus mengungkapkan informasi secara jelas dalam laporan keuangan, termasuk jumlah
modal yang dikelola, nisbah pembagian hasil, serta distribusi keuntungan atau kerugian
(Kasim, 2021; Aditya, 2023).

Selain itu, penerapan akuntansi mudharabah harus sesuai dengan regulasi yang
berlaku, terutama Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), yang mengatur
pencatatan, pengukuran, dan pelaporan akad mudharabah (Evrilyan & Septiarini, 2020;
Aditya, 2023). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik akuntansi yang
dilakukan lembaga keuangan syariah selaras dengan prinsip syariah dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum (Hadi, 2018; Chilshi et al., 2024).

Secara keseluruhan, akuntansi mudharabah menegaskan prinsip keadilan,
transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Penerapan yang tepat tidak
hanya mendukung kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga berkontribusi pada
stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Khaddafi, 2024; Harahap,
2024).

Standar Akuntansi Keuangan Syariah dalam Laporan Keuangan Mudharabah

Pelaporan keuangan akad mudharabah dalam bank syariah mengacu pada Standar
Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), yang mengatur pencatatan, pengukuran,
dan pelaporan transaksi guna memastikan transparansi serta kepatuhan terhadap prinsip
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syariah. Dalam standar ini, modal yang diterima dari pemilik dana dicatat sebagai
kewajiban hingga akad berakhir, sedangkan bagi hasil diakui berdasarkan realisasi
pendapatan usaha, bukan berdasarkan proyeksi (Rahmadieni, 2019; Qomar et al., 2019).

Transparansi dalam laporan keuangan sangat penting untuk membangun
kepercayaan antara bank syariah dan pemilik dana. Oleh karena itu, laporan keuangan
harus mengungkapkan informasi mengenai sifat akad, jumlah modal yang dikelola, serta
distribusi keuntungan dan risiko. Pengungkapan yang jelas membantu meningkatkan
kualitas informasi yang disajikan, yang pada akhirnya mempengaruhi pengambilan
keputusan serta kepercayaan publik terhadap bank syariah (Zubaidah, 2023; Lestari,
2023; Harahap, 2024).

Selain itu, penerapan sistem pengendalian internal yang baik berperan penting
dalam menjaga transparansi laporan keuangan, sehingga meminimalisir risiko
kecurangan dan penyalahgunaan dana (Anggoro, 2024; Rini, 2019). Pengungkapan
yang memadai dalam laporan keuangan tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban
regulasi, tetapi juga mencerminkan komitmen bank syariah terhadap praktik bisnis yang
etis dan bertanggung jawab. Hal ini selaras dengan prinsip Good Corporate Governance
(GCG), yang menekankan keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
keuangan (Harahap, 2024; Ali, 2023; Firdaus et al., 2025). Dengan demikian, penerapan
SAK Syariah dalam laporan keuangan mudharabah tidak hanya bertujuan memenuhi
standar akuntansi, tetapi juga memperkuat integritas dan kepercayaan dalam sistem
keuangan syariah.

Teori Agensi dan Teori Kepercayaan dalam Akad Mudharabah

Dalam akad mudharabah, Teori Agensi dan Teori Kepercayaan memainkan
peran penting dalam mengelola hubungan antara shahibul maal (prinsipal) dan
mudharib (agen). Teori Agensi menjelaskan potensi risiko moral hazard yang muncul
dari hubungan ini, di mana mudharib mungkin tidak bertindak sesuai dengan
kepentingan shahibul maal. Untuk meminimalkan risiko ini, diperlukan mekanisme
pengawasan yang efektif, seperti penerapan corporate governance yang baik dan audit
syariah. Penelitian menunjukkan bahwa corporate governance yang baik dapat
membantu mengawasi dan memonitor pembiayaan mudharabah, sehingga mengurangi
risiko pembiayaan di bank syariah (Mutamimah & Saputri, 2022). Audit syariah juga
berfungsi sebagai alat pengawasan penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas
sesuai dengan prinsip syariah dan kepentingan prinsipal (Jamal, 2023).

Teori Kepercayaan, di sisi lain, menekankan bahwa keberhasilan akad
mudharabah sangat bergantung pada transparansi, komunikasi yang baik, dan reputasi
pengelola dana. Bank syariah yang mampu menjaga akuntabilitas dan profesionalisme
akan lebih dipercaya oleh pemilik dana, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan
investasi syariah secara berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa citra perusahaan
yang baik dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah, yang sangat
penting untuk menarik lebih banyak pemilik dana untuk berinvestasi (Rosanti, 2023).
Selain itu, komunikasi yang efektif antara bank dan pemilik dana dapat memperkuat
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hubungan kepercayaan ini, yang sangat penting dalam pembiayaan berbasis bagi hasil
seperti mudharabah (Lisa et al., 2022).

Transparansi laporan keuangan juga merupakan faktor kunci dalam membangun
kepercayaan. Laporan yang jelas dan akurat mengenai penggunaan dana dan hasil
investasi akan meningkatkan kepercayaan pemilik dana terhadap bank syariah.
Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang baik dan transparansi laporan
keuangan dapat meningkatkan kualitas informasi yang disajikan, yang pada gilirannya
mempengaruhi pengambilan keputusan dan kepercayaan publik terhadap lembaga
keuangan syariah (Stalia, 2024). Dengan demikian, penerapan Teori Agensi dan Teori
Kepercayaan dalam akad mudharabah tidak hanya membantu dalam mengelola risiko,
tetapi juga dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan antara shahibul
maal dan mudharib.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian literatur ini dilakukan dengan
mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai sumber literatur yang relevan
terkait dengan akuntansi mudharabah, teori agensi, teori kepercayaan, serta penerapan
Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) dalam bank syariah. Sumber
literatur yang digunakan mencakup buku, jurnal ilmiah, serta laporan riset yang
membahas praktik perbankan syariah dan penerapan prinsip akuntansi mudharabah.
Literatur yang dipilih diambil berdasarkan kriteria kelayakan, relevansi, serta otoritas
sumber yang diterbitkan oleh akademisi atau lembaga yang berkompeten di bidangnya
(Geubrina et al., 2025; Kusumo & Mariana, 2025; Maulena et al., 2024).

Proses pengumpulan data dilakukan dengan pencarian literatur melalui berbagai
database akademik, seperti Google Scholar dan JSTOR, serta review artikel-artikel yang
relevan dengan topik penelitian (Mariana et al., 2024; Rinayanti et al., 2025; Syahputri
et al., 2025; Zahrani et al., 2025). Selanjutnya, analisis literatur dilakukan secara
deskriptif dengan merangkum temuan utama dari berbagai sumber dan mensintesiskan
teori yang mendasari hubungan antara shahibul maal dan mudharib dalam akad
mudharabah. Evaluasi kualitas literatur juga dilakukan dengan memastikan bahwa
sumber yang digunakan memiliki validitas dan keandalan, serta melakukan cross-
checking untuk memastikan konsistensi hasil penelitian yang ada (Fikra et al., 2025;
Maulidi et al., 2025; Syahputri et al., 2025). Melalui metode ini, penelitian ini bertujuan
untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang ada dan memberikan
kontribusi dalam memahami penerapan akuntansi mudharabah serta dampaknya
terhadap praktik perbankan syariah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akuntansi Mudharabah dalam Laporan Keuangan Bank Syariah

Mudharabah merupakan salah satu bentuk pembiayaan utama dalam perbankan
syariah, di mana pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan modalnya kepada
pengelola usaha (mudharib) dengan kesepakatan bagi hasil. Sebagai instrumen
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keuangan berbasis syariah, pelaporan akuntansi mudharabah harus memenuhi prinsip-
prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK No. 105 tentang
Akuntansi Mudharabah (Sa’diah & Sulaeman, 2020). Standar ini bertujuan untuk
memastikan transparansi, akuntabilitas, serta pencatatan yang sesuai dengan konsep
bagi hasil dan keadilan dalam Islam.

Dalam laporan keuangan bank syariah, pengakuan dan pengukuran pembiayaan
mudharabah harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan keakuratan informasi
keuangan. Modal yang diterima dari pemilik dana dicatat sebagai kewajiban sampai
akad berakhir, sedangkan keuntungan dicatat berdasarkan realisasi pendapatan usaha,
bukan proyeksi. PSAK No. 105 mengatur bahwa keuntungan yang diperoleh dari
pembiayaan mudharabah harus dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati,
sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana kecuali akibat kelalaian
atau kesalahan (mismanagement) dari mudharib (Ilyas, 2020). Studi oleh Putra (2018)
menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki dampak signifikan terhadap
profitabilitas bank syariah, yang diukur melalui Return on Assets (ROA). Ini
menunjukkan bahwa pengelolaan yang efektif dalam pembiayaan mudharabah dapat
meningkatkan kinerja keuangan bank. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan
dalam mengukur pendapatan secara akurat karena sifat usaha yang bergantung pada
faktor eksternal seperti fluktuasi ekonomi dan risiko bisnis.

Salah satu aspek penting dalam akuntansi mudharabah adalah transparansi
dalam penyajian laporan keuangan. Informasi mengenai jumlah modal yang dikelola,
distribusi keuntungan, serta risiko usaha harus diungkapkan secara jelas agar dapat
membangun kepercayaan antara bank syariah dan pemilik dana. Penelitian oleh
Widyastuti (2020) menekankan bahwa laporan keuangan yang transparan berperan
dalam meningkatkan kepercayaan nasabah dan mencerminkan komitmen bank terhadap
prinsip syariah. Selain itu, audit syariah berperan dalam memastikan bahwa pelaporan
keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku.
Jusri & Maulidha (2020) menyatakan bahwa pengawasan yang ketat dan implementasi
Good Corporate Governance (GCG) dalam perbankan syariah dapat mengurangi risiko
moral hazard yang sering terjadi dalam pembiayaan berbasis bagi hasil.

Meskipun PSAK No. 105 telah memberikan panduan dalam pencatatan
akuntansi mudharabah, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah
satu tantangan utama adalah risiko moral hazard, di mana mudharib dapat bertindak
tidak sesuai dengan kepentingan shahibul maal, misalnya dengan tidak melaporkan
pendapatan usaha secara jujur (Asmirawati & Sumarlin, 2018). Selain itu, keterbatasan
informasi dan kurangnya literasi akuntansi syariah di kalangan pelaku usaha juga
menjadi kendala dalam penerapan akuntansi mudharabah. Studi oleh Rahmat &
Hidayah (2021) menunjukkan bahwa banyak usaha mikro yang menerima pembiayaan
mudharabah belum sepenuhnya memahami prinsip pencatatan dan pelaporan yang
sesuai dengan standar akuntansi syariah (Mariana et al., 2024).

Optimalisasi pembiayaan mudharabah sebagai produk utama perbankan syariah
di Indonesia masih membutuhkan peningkatan dalam aspek regulasi, pengawasan, serta
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edukasi kepada para pemangku kepentingan. Dengan demikian, implementasi akuntansi
mudharabah yang sesuai dengan standar akuntansi syariah tidak hanya penting untuk
kepatuhan regulasi, tetapi juga untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan
pertumbuhan investasi syariah secara berkelanjutan (Geubrina et al., 2025; Mariana et
al., 2024).

Peran Teori Agensi dan Teori Kepercayaan dalam Pengawasan dan Transparansi
Akad Mudharabah

Hubungan antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha
(mudharib) dalam akad mudharabah mencerminkan dinamika yang dijelaskan dalam
teori agensi dan teori kepercayaan. Teori agensi menjelaskan adanya potensi konflik
kepentingan antara prinsipal (pemilik modal) dan agen (pengelola modal), terutama
karena adanya asimetri informasi dan perbedaan tujuan. Dalam perbankan syariah,
mudharib bertanggung jawab untuk mengelola dana investasi yang diberikan oleh
shahibul maal tanpa jaminan keuntungan tetap. Oleh karena itu, terdapat risiko moral
hazard jika pengelola usaha tidak bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik modal
(Srisusilawati & Eprianti, 2017).

Salah satu solusi untuk mengurangi risiko ini adalah meningkatkan transparansi
dalam akad mudharabah. Transparansi berperan dalam mengurangi ketidakpastian dan
membangun kepercayaan antara kedua belah pihak. Laporan keuangan yang akurat dan
terbuka, audit berkala, serta komunikasi yang jelas tentang kondisi usaha merupakan
elemen penting dalam mekanisme pengawasan. Menurut Al-Hasni (2017), pemahaman
yang jelas tentang isi akad dapat menghindarkan potensi perselisihan dan meningkatkan
kepastian hukum dalam pelaksanaan akad mudharabah. Oleh karena itu, lembaga
keuangan syariah perlu mengadopsi standar pelaporan yang ketat dan mengembangkan
sistem pemantauan yang komprehensif guna menjaga akuntabilitas pengelola modal.

Teori kepercayaan juga memainkan peran penting dalam hubungan ini.
Kepercayaan antara pemilik dan pengelola modal dapat dibangun melalui penerapan
mekanisme kontrol yang seimbang, di mana pengelola usaha diberikan fleksibilitas
dalam menjalankan bisnisnya, tetapi tetap dalam koridor kepatuhan terhadap prinsip
syariah dan kesepakatan yang telah ditetapkan (Pamikatsih & Latif, 2021). Studi oleh
Odha et al. (2021) menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat terhadap penggunaan
dana pembiayaan mudharabah dapat meningkatkan akuntabilitas pengelola dan
memperkecil kemungkinan penyalahgunaan dana. Kepercayaan dalam akad
mudharabah juga diperkuat melalui penerapan Good Corporate Governance (GCG)
yang mencakup kebijakan keterbukaan informasi, mekanisme pengaduan, serta sistem
pemantauan berbasis teknologi yang memungkinkan pemilik modal untuk memantau
perkembangan investasi secara real-time (Firdaus et al., 2025; Geubrina et al., 2025).

Lebih lanjut, literatur menunjukkan bahwa keberhasilan akad mudharabah dalam
perbankan syariah tidak hanya bergantung pada aspek hukum dan akuntansi, tetapi juga
pada implementasi nilai-nilai etika dalam bisnis. Konsep amanah (kepercayaan) dan
maslahah (kepentingan bersama) harus menjadi prinsip utama dalam setiap transaksi
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keuangan syariah. Penelitian oleh Widyastuti (2020) menekankan bahwa selain regulasi
yang ketat, pendidikan dan literasi keuangan syariah juga berperan dalam memastikan
bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban dalam akad mudharabah (Maulena et
al., 2024; Mariana et al., 2024).

Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan model
pengawasan yang efektif untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan akad
mudharabah. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan standar pelaporan yang jelas,
peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana, serta optimalisasi peran pengawasan
internal dan eksternal. Dengan demikian, penerapan teori agensi dan teori kepercayaan
dalam pengawasan dan transparansi akad mudharabah dapat menciptakan sistem
keuangan syariah yang lebih adil, akuntabel, dan berkelanjutan, serta memastikan

bahwa prinsip-prinsip syariah tetap terjaga dalam setiap transaksi keuangan yang
dilakukan.

Evaluasi Praktik Akuntansi Mudharabah terhadap Prinsip Keadilan,
Transparansi, dan Akuntabilitas

Evaluasi praktik akuntansi mudharabah terhadap prinsip keadilan, transparansi,
dan akuntabilitas merupakan aspek fundamental dalam pengembangan lembaga
keuangan syariah. Sebagai salah satu bentuk pembiayaan dalam perbankan syariah,
akuntansi mudharabah harus memenuhi prinsip-prinsip tersebut untuk menjaga
integritas dan kepercayaan antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola usaha
(mudharib). Ketidakseimbangan dalam penerapan ketiga prinsip ini dapat menimbulkan
ketidakadilan, memicu ketidakpercayaan, serta menghambat pertumbuhan industri
keuangan syariah.

Keadilan dalam akuntansi mudharabah berkaitan dengan pembagian keuntungan
dan kerugian secara adil sesuai dengan kesepakatan akad. Menurut Sa’diah dan
Sulaeman (2020), akuntansi syariah harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam
transaksi keuangan, termasuk pembagian hasil usaha berdasarkan proporsi yang telah
disepakati. Keadilan dalam praktik ini tidak hanya memastikan bahwa keuntungan
didistribusikan secara proporsional, tetapi juga bahwa risiko kerugian ditanggung secara
adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Selain itu, aspek keadilan dalam
akuntansi mudharabah juga berhubungan dengan pengungkapan informasi secara jujur
dan tidak memihak. Sitorus dalam Ilyas (2020) menekankan bahwa prinsip keadilan
dalam akuntansi syariah juga selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial dalam Pancasila,
yang menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam suatu transaksi keuangan.
Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa semua informasi
yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah disampaikan secara transparan
dan tidak menguntungkan satu pihak secara sepihak.

Transparansi dalam akuntansi mudharabah berfungsi untuk memberikan
kejelasan kepada pemilik modal tentang bagaimana dana dikelola. Tanpa transparansi,
terdapat risiko moral hazard dan penyalahgunaan dana yang dapat merugikan pemilik
modal. Menurut Pratama et al. dalam Putra (2018), laporan keuangan yang jelas dan
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akurat sangat penting untuk membangun kepercayaan antara shahibul mal dan
mudharib. Transparansi ini mencakup penyajian laporan keuangan secara berkala,
keterbukaan dalam penggunaan dana, serta penjelasan yang rinci terkait keuntungan dan
risiko yang dihadapi dalam usaha yang dijalankan.

Namun, dalam praktiknya, transparansi dalam akuntansi mudharabah masih
menghadapi berbagai tantangan. Penelitian oleh Haniffa dan Hudaib (2021)
mengungkapkan bahwa beberapa lembaga keuangan syariah masih mengalami kendala
dalam menerapkan standar akuntansi yang transparan akibat kurangnya regulasi yang
mengikat serta variasi dalam praktik pelaporan keuangan antar institusi. Oleh karena itu,
diperlukan standar akuntansi yang seragam serta sistem pelaporan yang lebih akurat
agar transparansi dalam akad mudharabah dapat lebih terjamin.

Akuntabilitas dalam akuntansi mudharabah menuntut mudharib untuk
bertanggung jawab atas penggunaan dana dan pelaporan hasil usaha secara jujur.
Menurut Iswanaji dan Wahyudi dalam Asmirawati & Sumarlin (2018), akuntabilitas
dalam akuntansi syariah mencakup tanggung jawab moral dan etika yang lebih besar
dibandingkan dengan akuntansi konvensional. Hal ini berarti bahwa setiap keputusan
yang diambil oleh mudharib dalam pengelolaan usaha harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada shahibul mal serta diaudit secara transparan. Selain itu,
akuntabilitas juga mencakup kepatuhan terhadap standar akuntansi yang telah
ditetapkan oleh regulator. Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) telah
mengeluarkan standar yang mengatur pencatatan dan pelaporan transaksi mudharabah
agar lebih terstruktur dan dapat diaudit secara objektif. Namun, Jusri dan Maulidha
(2020) mencatat bahwa masih terdapat beberapa bank syariah yang belum sepenuhnya
menerapkan standar ini yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaporan dan
menghambat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

Penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam akuntansi
mudharabah tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga
untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemilik modal dan pengelola
usaha. Dengan adanya sistem akuntansi yang jelas dan sesuai dengan nilai-nilai syariah,
lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menarik
lebih banyak investor untuk berpartisipasi dalam skema pembiayaan berbasis syariah.

Lebih jauh, peningkatan penerapan prinsip-prinsip ini juga berdampak pada daya
saing lembaga keuangan syariah di tingkat global. Penelitian oleh Ahmed et al. (2022)
menunjukkan bahwa bank syariah yang menerapkan standar akuntansi berbasis
transparansi dan akuntabilitas memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi di pasar
keuangan, serta mampu menarik lebih banyak dana investasi dibandingkan dengan bank
yang masih memiliki keterbatasan dalam sistem pelaporan.

Secara keseluruhan, evaluasi praktik akuntansi mudharabah terhadap prinsip
keadilan, transparansi, dan akuntabilitas menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip
ini sangat penting untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan
dalam perbankan syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu terus
berupaya untuk meningkatkan praktik akuntansi agar sesuai dengan nilai-nilai syariah

Maulena et al.: [Akuntansi Mudharabah...] 461



dan harapan masyarakat, serta mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi yang
dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam sistem keuangan
syariah (Geubrina et al., 2025).

SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi akuntansi mudharabah dalam bank syariah harus memperhatikan
prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ketentuan agama, seperti yang tercantum
dalam PSAK No. 105. Penerapan standar ini memastikan bahwa pembagian keuntungan
dan kerugian antara pihak-pihak terkait dilakukan dengan cara yang adil dan transparan,
sehingga hubungan antara bank syariah, shahibul mal, dan mudharib tetap terjaga dalam
kerangka syariah. Penerapan teori agensi dan teori kepercayaan dalam akuntansi
mudharabah sangat penting untuk mengurangi risiko moral hazard. Dengan
meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan dan memperkuat mekanisme
pengawasan, bank syariah dapat memastikan bahwa kepentingan kedua belah pihak
terlindungi, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan atau ketidakjujuran dalam
pengelolaan dana. Akuntansi mudharabah tidak hanya berfokus pada aspek keuangan,
tetapi juga pada aspek keberlanjutan industri perbankan syariah. Dengan prinsip
akuntabilitas yang jelas, bank syariah dapat menciptakan lingkungan yang lebih
terpercaya, yang akan mendorong pertumbuhan industri ini dan meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah dalam jangka
panjang.
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